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PrEAK PERTATA dan PIE/II( IEDUA selanjutnya bersama-sama disebut pARA

Paraf PIHAK PERTAIVIA: Paraf PIIIAK KEDUA:
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l. Bahwa PIEAI PERIAUA mempunyai sarana dan prasar,rna untuk membantu

penyelenggaraan pendidikan, penelitian kedokteran dan pengabdian kepada

masyarakat sebagai rumah sakit satelit dala'n Jejaring Pendidikao PIEAtr,

XEDI'A.
2. Bahwa PIEAE BEITUA sebaSai tempat pendidikan Program Studi Pendidikan

Dokter, Prograrn Studi Psikologi, Progratn Pendidilian Dokter Spcsialis (PPDS-I)

dan juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tempat pendidikan

Program Pascasarjana, mcmcrlukan rumah sakit scbagai tcmpat pelaksanaan

Pendidikaa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan zkadsrnik PIEAK IEDUA ,

dipandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai rumah sakit yang

layak untuk diselenggalakan kegiatan akademik tersebut, maka perlu dibuat

Piagam Kerjasama antara PIEAtr, BEIrUA dengan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah

Aceh.

4. Bahwa Kerjasama ini diadakan untuk memenuhi ketentuan yaitu sebagai

berikut :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian,

sebagaimara telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 43

Tahun 1999.

2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

3) Undang-Unda,ng Nomor 20 Tahun 20O3 tcntang Sistcm Pendidikan

Nasional.

4) Undang-Undang Nom<.rr 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik Kedokteran.

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O05 tentang Guru dan Dosen.

6) Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2006 tentang Pemerinl-ahan Aceh.

7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan.

8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentaag Pendidikan Tinggi.

lO)Undang-Undnng Nomor 20 Tahun 2Ol3 tentang pendidkan Kedokteran
l l)Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun l98O tentang Organisasi

Universitas/ Instansi Negeri.

l2)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai

Negeri Sipil.

13)Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2o12 tentang pendidikan Tinggi.
14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20o5 tentang standar Nasional

Pendidikan.

l5)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20o7 tentang organisasi perangkat
Daerah.

l6)Keputusan Presiden Repubrik rndonesia Nomor 16 tahun 19g2 tenta.g
Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala.

vParaf PIIIAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA:/



l7)Keputusan Presiden Nomor 4O tahun 2OO1 tentang Pedoman Kelembagaan

dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 59b/ MenKes/PER/II/ 1988 tentang

Rumah Sakit.

19) Peraturan Menteri Kes€hatan Nomor 34O/MENKES/PER/IIU 2Ol2 tentang

Iflasifikasi tcntang Rumah Sakit.

2o)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 Tentang Petunjuk

Tclirris Pcnataan Organisasi Pcrangkat Daerah.

21) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2O52/MENKES/PER/X/2Ol I tentang

Izin Prat<tik dan Pelaksanaan Praklik Kedokteran.

22) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor S44/Menkes/ SKB/K/ 198 1.

Illenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0430a lU / L981 dan Menteri

dalam Negeri Nomor 324 A Tahun 1981, tentang Pemberian Tugas,

Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah

Untuk Pendidikan Dokter.

23)Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1983, Menteri

Kesehatan Nomor 273lMenKes/SKB/VII/ 1983, Menteri Keuangan Nomor

335ai KMK/O3/ 1983 tentnng Subsidi Biaya Operasional Rumah Sakit

Umum Daerah Yang Digunakan Untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan

Dokter Spesialis.

24)Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020O/0/1995

tentang Organisasi diur Tatalaksana Unsyiah.

25) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 602/KMK / 03 I 1996, Menteri

Dalam Negeri Nomor 165 Mei 1996, Menteri Kesehatan Nomor

1049/MenKes/SKB/D(/ 1996, tentang Subsidi Biaya Operasional Rumah

Sakit Umum Daerah.

26)Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 153/MenKes/SK/II/1998, tentang
persetqjuan Rumah Sakit Umum Daerah Yang Digunakan Sebagai Tempat

Pendidikan Calon Dolrter dan Dokter Spesialis.

27)Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomr 2Ol/Ol2O02 tentang
Statuta Universitas Syiah Kuala.

28)Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1o69/Menkes/sK/)g/20o8 tentang pedoman Klasifikasi da,' standar
Rumah Sakit Pendidikan.

29)Qanun Nomor 5 Tahun 20o7 Tentang Susunan organisasi dan Tatake{a
Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah provinsi Aceh.

3o)Nota Kesepahaman antara pemerintah Aceh dan universitas syiah Kuala
teDLang Kerjasama pentlidikan, penelitian, pengembangzur Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Sumber Daya Manusia No:
7 /MoU/2O1a dan No: 1429/UNtl/DN/2014

TParaf PIHAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA:
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Berdasarkan hal-hat tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIEAK menyatakan

setuju dan sepakat uutuk mcla4iutka-rr kerjzrszuna dalam penyelenggaraam

pendidikan dengan semanga kebersatttaan berlandaskan azas kemitraan dan azas

saling menguntungkan, dengtur ketentuan dan syarat sebagai bcrikut :

P..d I
KETENTUAN I'UUU

Dalam Piagam Ke{asama ini yang dimaksud dengan :

1. PIItAf PERTAUA adalah Rumah Sakit Jiwa Aceh yang berkedudukan di

Banda Aceh.

2. PIIIAK KEDUA adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang berkedudukan di Darussalarn Banda

Aceh.

3. Direktur adalah Pimpinan PIEAf,, PEX([A[A.
4. Dekan adalah Pimpinan PIHAK I(F:DUA.

5. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tri
Dharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmg kedokterem tertentu.

6. Bagian terdiri atas unsur pimpinan (Kepala Bagian) dan unsur pelaksana

akademik.

7. Unsur Pelaksana fiksd6rnik adalah para dosen pada bagan yang

bersangkutan.

8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pIEAf pERfAfA adatah seksi
yarrg bertugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikarr,
pelatihan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pelaksaan, pemantauan dan
pentawasar] pelaksaa' pcndidika,, pelatihan, penelitiiur clzur pengemb,.trgaur
Sumber Daya Manusia, berkoordinasi dengan Bagian.

9' Instalasi merupakan unit penyelenggara pelaya,an fungsi,nar di Rum.rr sakit.
lo.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utrrna

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilrnu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pcngabdian kepada masytuakat.

l l.Dosen dapat merupakan dosen biasa dan dosen luar biasa.
l2.Doscn biasa adalah dosen yang diangkal- dan <litempatkan sebagai tenaga

pengajar tetap pada Universitas Syiah Kua1a.

tParaf PIIIAK pERTAMA: v Paraf PIHAK KEDUA:

3l)Piagam Kerjasema antara PIEAI( IIEDUA dengan Rumah Sakit Jiwa

Pemerintah Aceh Provinsi Aceh No : 3O94 tahun 2008 dan Nc :

4231K518546.

5. Bahwa untuk memcnuhi ketentuan Undang-Undang dan bcberapa pcraturan

tersebut, perlu dibuat Piagam Ke{asama antara PIEAf, fElXrA dengan

PIEAK PERTAMA Provinsi Aceh.
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l3.Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas

Sy'iah Kuala.

14. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Per.t 2
MAXST'D DAIC TI'JUAIT

f . Meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan.

2. Mcningliatkan mutu kegiatan Tri Dharma Pcrguruan Tinggi di PIEAB

rcX'UA.
Pasal 3

RUAITG LITOTUP

1. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

pelaksanaan pelayanan kesehatan.

2. Dala,n rangka membantu pelaiksanarur Tri Dharma Perguruan Tinggi PIEAI(

PERIAIA sesuai dengan kemampuannya memfasilitasi pemanfaatan

saraura derr prasarana pelayanan kesehatan dengan tenaga dokter spesialis

guna memenuhi kebuthan dan pengembangan Fakultas Kedoliteran.

3. Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pelayerran kesehatan, FK

Unsyiah sesuai dengan kemampuannya memfasilitasi pemanfaatan tenaga

dokter umum calon spesialis dan dokter spesialis, serta fasilitas pendukung

pendidikan dan penelitian guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan

Rumah Sakit.

4. Rincian fasilitas bantuan sebagqimang maksud pasal 3 dan pasal 4 diatur
lebih lanjut oleh PARA PIEAK .

Pald 4
STANDAR PEIIDIDINAII, PEIATIEAII, PEI{EIJTIAI{ DAI{ PEI.AYANAII

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan di Rumah Sakit,
dilakukan berdasarkan :

1. standar Profesi dan standar pelayanan serta etika kedokteran yang berlaku.
2, Peraturan perundemg-undangan yang berlaku pada umumnya dan

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau pralftik
kcdokterzur .

3. Peraturan internal yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. zaimoel
Abidin.

4. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta Didik pIEAr
XEDUA.

5. Kurikulum dan pedoman penyelengaraan pendidikan disusun oleh pIEAK
KEDUA.

7PaTafPIIIAKpERTAMA, Y paTafpIHAKKEDUA:
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6. Tumpang tindih kompetensi dari dua atau lebih Cabang Keilmuan dala'n

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan di Bagian/SMF tidak boleh dari

25Yo.

7. Pcnyelcnggaraan Pendidikan Profesi Dokter, dokter spcsialis/sub spcsialis

dan pelayanan dokter spesialis/sub spesialis hanya diselenggarakan oleh

Bagian/ SMF Bidang Iknu yang telah ada, dan bclum terdapat Program

pendidikan doker spesialis yang serupe.

Pusl 5
EAT DAIT TETAJIBAN

1. Untuk melaksanakan kerjasana bidang Sumber Daya Manusia, Dekan dan

Direl:tur sepakat terhadap hal-haf sebagai berikut:

a. Bagian sebagai satu kesatuan unit kerja yang bertugas

menyelenggarakan pendidikan, pelayanan medik serta penelitian dan

pertgaMian kepada masyarakat diintegrasikan ke Rumah Sakit.

b. Dosen dari Fakultas Kedokteran diusulkan oleh Dekan untuk diangkat

sesuai ketentuan yang hrlaku di Rumah Sakit.

c. Dosen dari R'rrnah Sakit diusulkan oleh Direktur untuk diangkat

sebagai Dosen Fakultas Kedokteran sesuai ketentuan yang hrlaku.

d. Status kepegawaian yang dimaksud dalam point (a) dan (b) adalah

dipekerjakan dengan gaji dan formasi kepangkatan tetap pada instansi

induk.

e. Dosen dari Rumah Sakit dapat diusulkan untuk mendapatkan jabatan

fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Pembinaan kepegauraian dan pcnilaian prestasi ke{a anggota

Bagian/SMF dilakukal oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan

memperhatikan pertimbangan/saran masing-masing Pihak.

g. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bagian/SMF tunduk pada tata

tertib di tetnpat dipekerjakan.

h. Anggota Bagian mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam
bertugas dan dalam upaya pengestbangan Fakultas Kedokteran dam

Rumah Sakit.

i. Anggot^a Bag'an mempunyai hak unLuk memilih dan dipilih menjadi
Kepala Bagian.

j. Kepala Bagian dipilih oleh Anggota Bagran.

k. Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 tahun, maksimar 2 kali berturut
turut.

l. Dalam pelaksanaan fungsi TFida::ma perguruan Tinggi, Kepala
B,gian/Ketua SMF bertanggung jawab kepa<la Dekan.

,{Paraf PIIIAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA:
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m. Dal.rn pelaksanaan fungsi Rumah Sakit, Kepala Bagian bertanggung

jawab kepada Direktur.

2. Untuk melaksanakan kerjasama dibidang pelayanan medik, PARA PIEAX

scpakat tcrhadap hal - hal scbagai bcrikut:

a. Anggota Bagian memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelayanan

mcdili.

b. Dekan dan Direkhrr bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu

pclayanan mcdili.

c. Dekan dan Direktur Eenetapkan sinkronisasi Jadwal Kerja Pelayanan

Kesehatan, Pendidikan dan Penelitiari dengari mempertimbangkan

usulan Kepala Bagian Anggota Bagian dalam melaksanakan pelayanan

berpedoora.u pada Standar Prosedur Operasional Pelayanan llledik

Rumah Sakit.

3. Untuk melaksan:rk:ur kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian Dekur

dan Dkektur s€pakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Materi pendidikan Fakultas Kedokteran berpedomern pada Kurikulum

Fakultas Kedokteran yang sedang berlaku.

b. Anggota Bagian diberi kesempatzm yang sama untuk mengikuti

pendidikan kedokteran berkelanjutan, strort course (pelatihan singkat)

dan pelatihan lainnya atas persetrliuan Dekan dan Direktur.

c. Mahasiswa/peserta didik yang memakai Rumah Sakit sebagai lahan

praktek wajib mengikuti aturan yang berlaku di Rumah Sakit.

d. Pengembangan keahlian dari disiplin ilmu Bagian/SMF harus

mengikutsertak:rn Dekan dan Direktur.

e. Dekan dan Direl<tur bertanggung jawab mengusahakan dana untuk
pengembanga.n keilmutur dan keter,r rnpilan.

f. Anggota Bagran mempunyai kesempatan yang aama untuh
melaksanakan penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan
institusi lainnya, baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai anggota.

g. Setiap penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit harus mendapat
izin Direktur.

h. setiap penelitian .t!au riset yang d akukan merarui bimbingan dan
arahan dari para psikiater/staf prEAB pERfArA sepenuhnya menjadi
rnilikrrya rlssl center PIEAI( PERTAUA.

Palal 6
PEIIDANAAII

l. Untuk melaksanakan keg'asama dibidang keuangan dan perlengkapan, pltRA
PIIIAK sepakat terhadap hal_hal scbagai berikut:

a. Dekan berkoordinasi dengan Direktur daram menentukan kebutuhan,
sarana da, prasarara atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah

ParafplHAKpE]{lr/i|fiA: I parafplEAK KEDUA: 1



P..el 8
GUGATAI{ PERDATA PIIIAK IIE TIGA

l. Adanya gugatan perdata kepada pihak ke tiga terhadap PARA PIEAI( atau

salah satu pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kc{asama ini,
maka PARA PIE/IE bertanggungiawab sendir-sendiri (tidak tanggung

rentang errtara PARA PIEAI( ) atas seluruh pemenuhan gugatan perdata

tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam

menghadapi gugatan perdata tersebut.

2. Adanya gugatan perdata dari pihak ke tiga terhadap peserta plEAf BEDUA

dan/al,au Dosen PIIIAX KTDUA yalg timbul akibat pclaks.nae,r pedanjian
kerjasoma ini, maka salah satu pihak tidak akan membebankan pada pihak
lainnya untuk bertanggungjawab, baik seluruhnya atau sebagian atau
pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk
proses a[au beracara dalarn menghadapi gugatan perdata tersebut.

Perd 9
Fo.RCE MA.TEI'RS

1. Jika te{adi keadaan memaksa, dapat dilakukan pemutusan perjanjian
ke{asama sebelum jangka waktu yang telah disepeJ<ati berakhir, dengerr
menga.baikan proses pendidikan yang sedang berjalan.

2. Yang r{irnafusqd dengiur Force Majeure s6!agairn611 rl.irnaksud ayat (1) di aia.s
tersebut, adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan
PARA PIIIAK .

4t
Paraf PIEAK KEDU.{: _

Paraf PIHAK PERTAMA:

at

Sakit yang menyangkut pendidikan dan penelitian yang mempunyai

dampak terhadap afl.ggarart.

b. Direlchrr menetapkan semua jenis penerinaan yang diperoleh sebagai

akibat penggunaan fasilitas dan sarana Rumah Sakit atau sumbangan

yang merupakan tnilik Ruarah Sakit.

c. Pcnggunaan, pengawasan dan pemcliharaan atas s€mua sarana yang

diserahkan Fakultas Kedokteran kepada Rumah Sakit me4iadi tanSsung

jawab Rumah Sakit.

Prral 7
PRIITSIP SYARIAII

1. Ke{asama antara PIEA8, PERIAIA dan kedua dijalankan sesuai/ tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

2. PIE.AB. PERIAUA dan kedua berkomitmen untuk mendukung ter*ujudnya

proses pelayanan dan pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip syariah.

r
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Paral 10

MASA BERLAKI' PER.TA.IIJIAIT TTR^IASAUA

1. Perjanjian kerjas"ma ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun

terhilung sejak ditenda t trgani PARA PIIIAK .

2. Setelah masa berlakunya habis, perjanjian kerjasana ini dapat

diperpanjang harus al,as kesepakatan PARA PIIIAX , pafing tambat 3 (Tiga)

bulan sebelum jang[a waktu pedanjian kerjasama berakhir.

3. Perpanjangan perjanjian kcrjasama ini dapat dilakukan setelah dievaluasi

oleh PARA PIEAI .

Paral l1
PEIWTLESAIAIT UA,SAI.AE ATAU PERSELISIHAII

l. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasa"'a ini timbut/te{adi
perselisihaur, maka PARA PIIIAK sepakaL untuk menyclesaikan secara

musyawarah dan mufakat.

2. Apabrla tidak tcrcapai kata mufaka! dalam permusyawarat an, maka PARA

PIEAtr sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas

Rumah Sakit dan Pcmerintah Daerah serta Rektor Universitas Syiah Kuata

dan Direktur Jendral Pendidikaa Tinggi.

3. Apabila tidak tercapai kata mufakat dal,m permusyawaratan, uraka pARA

PIEAI( sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses

peradilan.

4. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibatnya PARA pIEAf
sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidal
berubah di Kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Banda Aceh.

P..d 12

PETTUTI'P

f. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum diatur dala'n perjanjian
Kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari pe{anjian
kerjasarna ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh
PARA Plrrar( da, ditua,gkan kedalirm suatu surat Keputusanr Bersama/
Addendum/ Amandemen ataupun petuqiuk teknis pelaksanaan kerjasama,

1PaTafPIHAKPERTAMA: / Paraf PIHAK KEDUA:

3. Yang dianggap keadaan Fotre Majeure adalah kebiiakan pemerintah di

bindang pendidikan dan atau kesehatan yang berdampak langsung pada

pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

4. Untuk kcsinambungan pelaksanaan pe{artjian kerjasama ini, pcnentuan

keadaan Fore Majeute dapat diselesaikan aecara musyan arah antara

PARA PIEAT
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yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama

ini.

2. Dokumen-dokumen, surat-surat 6s1 lqtnpira-lampiran yang berhubungan

dcngal Pe{anjian Kcrjasama ini mcrupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan dari Petjanjian Kerjasarna ini.

3. Pcrjanjian Kcrjasama ini dibuat 3 {tiga) rangkap, yalg 2 (dua) di antaranya

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Demikian Pc{anjian Kcrjasama ini dibuat dan ditanda tangani olch PARA PIEAK

derrgan i'tikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PERTAUA
h sakit Jiwa

M.Kes
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Kedokteran
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